BUPATI DEMAK SALINAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang di
selenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Petunjuk  Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di
Kabupaten Demak;

b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor
57 Tahun 2018, dalam pelaksanaannya masih terdapat
kendala dan perlu disesuaikan dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demalk;



Mengingat

[

10.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem

Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6053);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar  Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 47);

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 15);

21. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Petunjuk  Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI
KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 57
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar
Negeri di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2018 Nomor 57) diubah, dengan perubahan pada
angka romawi II  Penganggaran, Pelaksanaan dan
penatausahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI DEMAK,
TTD

HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 37



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 57
TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR NEGERI DI KABUPATEN
DEMAK

PERUBAHAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

II. PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
A. PENGANGGARAN

1.

Penganggaran Dana BOS bagi Satdikdas Negeri dalam APBD,
ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan
(Satdik) yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam
Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana
BOS pada setiap Satdik Kabupaten/Kota.

Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan
Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum ditetapkan, maka
penganggaran pendapatan Dana BOS tersebut didasarkan pada
alokasi penyaluran tahun sebelumnya.

Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
angka 1 atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud angka 2, satdikdas Non KPA melalui Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan kepala
satdikdas negeri KPA memuat Rencana Pendapatan Dana BOS, yang
dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek
Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah
Dana BOS, rnasing-masing Satdikdas Negeri sesuai kode rekening
berkenaan.

Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
angka 1 atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud angka 2, Kepala satdikdas negeri KPA membuat Rencana
kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS yang memuat
rencana belanja Dana BOS sesuai kode rekening pada APBD.



10.

11.

Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

angka 1 atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana

dimaksud angka 2, Kepala satdikdas negeri non KPA membuat

Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS yang

menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Demak yang memuat rencana belanja Dana BOS sesuai

kode rekening pada APBD.

Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 4

dan angka 5 wajib mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana BOS yang  ditetapkan oleh  Kementerian  yang

menyelenggarakan urusan Pendidikan.

Kepala Satdikdas Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS

sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 kepada Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka

6, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

menyusun RKA-SKPD, yang memuat rencana belanja Dana BOS

yang merupakan rekapitulasi RKAS yang disampaikan oleh Kepala

Satdikdas Negeri.

Rencana Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud pada angka 8 dianggarkan pada Program Dana BOS,

Kegiatan Dana BOS, Akun Belanja, Kelompok Belanja Langsung

yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja:

a. Jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan
rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;

b. Jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa
Dana BOS, dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS;
dan

c. Jenis belanja modal, yang dirinci ke dalam rekening belanja
modal dan disesuikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 atau Sistem Informasi Keuangan Daerah
yang di pakai.

RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud angka 3 dan

angka 8 dipergunakan sebagai dasar Pencantuman anggaran

pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD tahun anggaran
berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang

dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak sesuai
dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang

Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas

Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah

Kabupaten Demak melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Bupati Demak tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda

tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.



12.

13.

14.

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud angka 11 tidak sesuai dengan realisasi
penyaluran final Dana BOS Triwulan IV sesuai Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) tahun berjalan, pemerintah Kabupaten Demak
melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran perubahan
APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya
pada rekening bendahara Dana BOS satdikdas Negeri dan masuk
menjadi bagian sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
(SILPA) pada Penerimaan Pembiayaan APBD tahun anggaran
berkenaan, sisa Dana BOS dimaksud menjadi penambah alokasi
Dana BOS pada Satdikdas Negeri dan digunakan sesuai Petunjuk-
Teknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran berkenaan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak menganggarkan kembali
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang
Penjabaran APBD setelah dilaksanakannya audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerinlah
Daerah Kabupaten Demak tahun sebelumnya, dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda
tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal penganggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang
APBD Tahun Anggaran ..... belum sesuai dengan angka 9,
Pemerintah Kabupaten Demak melakukan penyesuaian dengan cara
melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran ...... dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran ....... sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan:

1.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah
ditetapkan dalam Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka 10, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS, atas
usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bupati Demak
menetapkan Bendahara Dana BOS dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada masing-masing Satdikdas Negeri yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal pada Satdikdas Negeri tidak terdapat PNS yang dapat
ditetapkan sebagai Bendahara Dana BOS, maka Bupati
menugaskan Kepala Satdikdas Negeri yang bersangkutan
merangkap sebagai Bendahara Dana BOS.



Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdikdas Negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2, membuka rekening Dana
BOS atas nama Satdikdas Negeri yang diusulkan oleh Kepala
Satdikdas Negeri melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada
Bank yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan
perundangundangan.
Rekening Dana BOS masing-masing Satdikdas Negeri sebagaimana
dimaksud pada angka 4, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Demak kepada Kepala SKPD yang
menyelenggarakan urusan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
sebelum dilaksanakannya penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah (NPH) Dana BOS yang menjadi syarat penyaluran Dana BOS
dari Provinsi.
Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS,
bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten
Demak.
Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat
sisa Dana BOS pada Satdikdas Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat
sebagai bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sisa Dana BOS
tersebut tidak disetor ke RKUD Kabupaten Demak dan digunakan
oleh Satdikdas Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
tahun berikutnya.

Tata Cara Pencatatan dan Pengesahan serta Penyampaian Laporan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagai berikut:

a. Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri mencatat
penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan
Buku Pembantu sekurang-kurangnya: Buku Pembantu Kas
Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku
Pembantu Rincian Obyek Belanja.

b. Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri menyampaikan
realisasi penerimaan dan belanja setiap bulan kepada Kepala
Satdikdas Negeri, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya,
untuk pengesahan oleh Kepala Satdikdas Negeri.

c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Dana BOS
menyusun Laporan Realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS
masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap semester.

d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada huruf c kepada Kepala Satdikdas Negeri, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan/atau Tim Bos di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk dilakukan
rekonsiliasi pada setiap Tribulan paling lama tanggal 10 bulan
berikutnya setelah Tribulan bersangkutan berakhir.



e. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja

Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri:

1) Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dari Bank;

2) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS
oleh Kepala Satdikdas Negeri;

3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS
oleh Kepala Satdikdas Negeri; dan

4) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS.

f. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana
BOS dari Kepala Satdikdas Non KPA sebagaimana dimaksud pada
huruf e, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP3B) kepada PPKD selaku BUD yang dilampiri
Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per Satdikdas Non
KPA, sedangkan kepala satdikdas KPA langsung mengajukan
SP3B kepada PPKD.

g. Berdasarkan SP3B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
Satdikdas KPA sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPKD selaku
BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP2B) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satdikdas KPA.

h. Berdasarkan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud pada huruf
g, PPK-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan
atas Pendapatan dan belanja Dana BOS Satdikdas Negeri, dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh
Bendahara BOS paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah).

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1.

Kepala Satdikdas Negeri bertanggungjawab secara formal dan
material atas penerimaan dan belanja Dana BOS yang diterima
langsung oleh Satdikdas Negeri.

Berdasarkan SP2B Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada
huruf B angka 8 huruf h, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana
BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang akan dikonsolidasikan
menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Realisasi Belanja sebagaimana huruf c¢ angka 2, di
uraiakan ke dalam jenis belanja:

a. Jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan

rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;



b. Jenis belanja barang dan jasa dan obyek belanja disesuaikan
dengan rekening obyek dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 13 tahun 2006 atau Sistem Informasi Keuangan Daerah
yang di pakai;

c. Jenis belanja modal, obyek dan rincian obyek belanja disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
atau Sistem Informasi Keuangan Daerah yang di pakai.

BUPATI DEMAK,
TTD

HM.NATSIR



